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ABSTRAK

Praktik keperawatan mandiri di Indonesia memiliki landasan hukum dalam Undang-
Undang Keperawatan Pasal 29 ayat (1) huruf a tentang praktik administrasi
keperawatan, serta Pasal 30 ayat (1) hurufj yang memberi kewenangan perawat untuk
memberikan obat sesuai resep dokter maupun obat bebas dan terbatas. Penelitian ini
membahas sengketa yang timbul dalam praktik keperawatan mandiri serta proses
mediasi sebagai upaya penyelesaiannya. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dan
menganalisis penyebab sengketa dalam layanan keperawatan mandiri serta mengkaji
efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian. Hasil penelitian diharapkan menjadi
kontribusi bagi pengembangan kajian hukum, penguatan perlindungan hukum praktik
keperawatan mandiri, sekaligus masukan bagi pembuat kebijakan.

Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik dengan pendekatan kualitatif
yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa biasanya
muncul karena adanya kejadian yang merugikan, keterbatasan pengetahuan masyarakat
mengenai peran dan kewenangan perawat, lemahnya komunikasi, serta belum
optimalnya implementasi regulasi kesehatan di lapangan. Pada masyarakat pedesaan,
penyelesaian sengketa umumnya melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama,
dengan tahapan mediasi berupa pembentukan forum, penyampaian informasi,
pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Hasil mediasi umumnya mampu
mengembalikan hubungan baik antara perawat dan klien. Penelitian ini menekankan
perlunya regulasi lokal yang lebih jelas, penguatan kode etik dan standar profesi,
penerapan prosedur operasional standar, serta integrasi mediasi ke dalam sistem
peradilan formal.

Kata kunci: Sengketa, Praktik Keperawatan Mandiri, Mediasi

PENDAHULUAN kesejahteraan yang wajib diwujudkan
Kesehatan merupakan hak asasi sesuai amanat Pancasila dan Undang-
manusia  sekaligus  bagian  dari Undang Dasar Negara Republik
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Indonesia  Tahun  1945.  Upaya
kesehatan dilaksanakan secara terpadu,
terintegrasi, dan berkesinambungan
dalam bentuk pencegahan penyakit,
peningkatan derajat kesehatan,
pengobatan, serta pemulihan.
Keberhasilan upaya tersebut sangat
dipengaruhi oleh ketersediaan sumber
daya kesehatan, baik tenaga, sarana,
maupun prasarana yang memadai.
Tenaga kesehatan adalah individu yang
mendedikasikan  diri  di  bidang
kesehatan, memiliki pengetahuan dan
keterampilan  melalui  pendidikan
kesehatan, serta untuk jenis tertentu
diberikan kewenangan melaksanakan
pelayanan kesehatan.

Dalam praktiknya, lulusan Sekolah
Perawat Kesehatan (SPK) masih
diperbolehkan =~ membuka  praktik
mandiri, meskipun Pasal 9 ayat (1)
mengatur bahwa pendidikan minimal
tenaga kesehatan adalah Diploma III.
Realitas di lapangan menunjukkan
praktik mandiri perawat cenderung
berorientasi pada pelayanan medis.
Padahal, Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Keperawatan
menyebutkan bahwa praktik perawat
mencakup pemberian asuhan
keperawatan, sementara Pasal 30 ayat
(1) huruf j hanya memberikan
kewenangan perawat untuk
memberikan obat berdasarkan resep
dokter atau obat bebas dan terbatas.
Untuk  kasus penyakit di luar
kompetensi, Pasal 30 ayat (1) huruf f
serta Pasal 33 ayat (4) huruf b
menegaskan kewajiban perawat
melakukan rujukan.

Kedekatan perawat dengan
masyarakat kerap menimbulkan
persepsi bahwa perawat mampu
menyembuhkan berbagai  penyakit.
Padahal, Pasal 28 ayat (3) secara tegas
menyatakan bahwa praktik mandiri
harus mengacu pada kode etik, standar
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pelayanan, standar profesi, dan standar
prosedur operasional. Asuhan
keperawatan pada dasarnya bertujuan
memperbaiki kondisi kesehatan pasien,
namun dalam praktik bisa terjadi hal
yang  tidak  diharapkan, seperti
memburuknya  kondisi, kecacatan,
bahkan kematian. Oleh karena itu,
perawat dituntut untuk bertanggung
jawab secara etik dan hukum dalam
setiap tindakan, baik di rumah sakit,
puskesmas, panti, klinik, maupun
masyarakat.

Peningkatan kesadaran hukum
masyarakat menuntut perawat untuk
memahami konsekuensi hukum dari
setiap tindakan keperawatan. Perawat
sebagai bagian dari tenaga kesehatan
perlu meningkatkan kompetensi hukum
dan  kesadaran  profesional agar
pelaksanaan praktik tetap sesuai standar
profesi. Sorotan media terhadap praktik
mandiri perawat semakin kuat, terutama
terkait kesenjangan hubungan perawat-
pasien, orientasi praktik pada pelayanan
medis, dugaan malapraktik, hingga
kasus hukum yang melibatkan sejawat.

Salah satu kasus yang disampaikan
oleh Sekretaris Persatuan Perawat
Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten
Brebes adalah pengalaman seorang
perawat bernama Syurifudin, yang
bertugas di daerah terpencil perbatasan
Brebes Selatan dengan Cilacap. Dalam
praktik home care, ia menangani pasien
diare dengan memberikan cairan
rehidrasi. Namun, kondisi pasien
memburuk dan meskipun keluarga
akhirnya menyetujui rujukan ke rumah
sakit, pasien meninggal dalam
perjalanan. Kasus ini mencerminkan
kompleksitas tantangan dalam praktik
mandiri perawat, terutama di wilayah
dengan keterbatasan fasilitas kesehatan.

PEMBAHASAN
Penyelesaian  Sengketa Pelayanan
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Praktik Perawat Mandiri

Profesi  perawat  memiliki
sejarah panjang sejak masa pra-
kemerdekaan  hingga  saat  ini.
Keperawatan didefinisikan  sebagai
pelayanan profesional yang merupakan
bagian integral dari sistem keschatan,
mencakup  aspek  bio-psiko-sosial-
spiritual secara komprehensif, dan
ditujukan kepada individu, keluarga,
maupun masyarakat, baik dalam kondisi
sehat maupun sakit sepanjang daur
kehidupan. Berdasarkan pendidikan,
perawat terbagi menjadi perawat vokasi
dan profesi, sedangkan berdasarkan
tempat kerja dibedakan menurut
peminatan dan penugasan, seperti di
puskesmas, rumah sakit, atau panti
wreda.

Kode etik perawat mengatur
perilaku perawat terhadap pasien,
masyarakat, rekan sejawat, profesi, dan
praktik  keperawatan itu  sendiri.
Hubungan perawat-pasien dilandasi
pada pemenuhan hak dan kewajiban
masing-masing, baik sebagai pemberi
maupun penerima layanan. Praktik
keperawatan mencakup praktik mandiri,
praktik kolaboratif, serta pelimpahan
wewenang baik secara  delegatif
maupun mandat. Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 33 ayat (4)
memberikan  kewenangan  kepada
perawat di daerah tertentu untuk
melakukan pelayanan penyakit umum
bila tidak terdapat tenaga medis,
merujuk pasien sesuai sistem rujukan,
dan memberikan pelayanan kefarmasian
terbatas bila tidak tersedia tenaga
farmasi. Untuk menjalankan praktik,
perawat wajib memiliki Surat Tanda
Registrasi (STR) dari  Konsil
Keperawatan serta Surat Izin Praktik
Perawat (SIPP) dari pemerintah daerah
dengan rekomendasi dinas kesehatan
dan PPNI.

Dalam praktiknya, perawat
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harus berpedoman pada sumpah
perawat, standar profesi, standar asuhan
keperawatan, serta kode etik. Keempat
instrumen ini menjadi norma dasar
dalam pemberian asuhan keperawatan.
Seiring meningkatnya kesadaran hukum
masyarakat, perawat dituntut
memahami implikasi hukum dari setiap
tindakannya serta tetap menjalankan
tugas sesuai standar  profesi.
Peningkatan kualitas sosial-ekonomi
dan pendidikan masyarakat juga
berdampak pada tingginya harapan
terhadap mutu layanan keperawatan,
sehingga  profesionalisme  perawat
menjadi syarat utama. Profesionalisme
tersebut terkait dengan tiga nilai utama:
(1) pengetahuan yang mendalam dan
sistematis, (2) keterampilan teknis yang
diperoleh melalui latihan panjang, dan
(3) pelayanan berbasis etika profesi.
Sengketa keperawatan muncul
ketika terdapat ketidakpuasan pasien
terhadap pelayanan perawat.
Konsekuensi hukum dapat berupa
tanggung jawab perdata, pidana,
maupun administrasi. Pasal 58 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan mengatur hak atas
ganti rugi akibat kelalaian tenaga
kesehatan. KUHP juga mengatur
pertanggungjawaban pidana dengan
syarat-syarat tertentu, seperti usia,
kondisi kejiwaan, serta pengecualian
atas dasar paksaan atau perintah jabatan.
Dalam hal pelanggaran praktik,
pemerintah dapat menjatuhkan sanksi
administratif sebagaimana diatur dalam
Pasal 58 UU Nomor 38 Tahun 2014,
berupa teguran, peringatan tertulis,
denda, hingga pencabutan izin. Prinsip
tanggung jawab  hukum  dalam
keperawatan meliputi
pertanggungjawaban atas kesalahan
maupun tanggung jawab risiko, di mana
pada prinsip kedua pasien tidak perlu
membuktikan kesalahan perawat karena
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tanggung jawab melekat pada profesi.

Penyelesaian sengketa dapat
dilakukan melalui beberapa mekanisme:
(1) negosiasi, yaitu penyelesaian
sederhana  tanpa  pihak  ketiga
berdasarkan komunikasi langsung; (2)
mediasi, yaitu penyelesaian dengan
bantuan pihak ketiga netral yang
memfasilitasi tercapainya kesepakatan
tanpa kewenangan mengambil
keputusan; (3) pengadilan, yaitu
lembaga resmi negara yang berwenang
menerima, memeriksa, dan memutus
perkara berdasarkan hukum acara; serta
(4) arbitrase, yaitu penyelesaian
sengketa di luar pengadilan melalui
arbiter yang dipilih para pihak dengan
kewenangan mengambil keputusan
mengikat.

Deskripsi Puskesmas Buaran
Kabupaten Brebes

Puskesmas Buaran merupakan
puskesmas kedua di Kecamatan
Bantarkawung yang berkembang dari
status awal sebagai  Puskesmas
Pembantu. Fasilitas yang tersedia
meliputi: Ruang Pendaftaran sebagai
pintu masuk pelayanan sekaligus
penyimpan data kesehatan pasien;
Ruang BP untuk pasien usia di atas lima
tahun; Ruang KIA yang memberikan
layanan pemeriksaan ibu hamil, pra-
nikah, keluarga berencana, serta balita;
Ruang Gigi untuk penanganan masalah
kesehatan gigi; Ruang Gizi untuk
konsultasi gizi, diet, serta
pendampingan gizi ibu hamil dan balita;
Ruang Kesehatan Lingkungan (Kesling)
untuk  pencatatan dan pelaporan
kegiatan kesehatan lingkungan;
Laboratorium sebagai sarana
pemeriksaan penunjang medis; Ruang
Tata  Usaha untuk  pengelolaan
administrasi umum; serta Ruang
Tunggu sebagai sarana pasien sebelum
memperoleh layanan. Selain itu,
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Puskesmas dilengkapi Mobil
Puskesmas Keliling (Pusling) untuk
menjangkau desa-desa jauh serta
melaksanakan distribusi obat dan alat
kesehatan, Puskesmas Pembantu
(Pustu) yang menjadi perpanjangan
layanan di desa, Pos Kesehatan Desa
(PKD) yang dikelola bidan desa, dan
Posyandu yang dilaksanakan oleh
masyarakat dengan pembinaan teknis
dari Puskesmas.

Wilayah kerja Puskesmas Buaran
meliputi  tujuh  desa:  Cinanas,
Banjarsari, Cibentang, Telaga,
Karangpari, Waru, dan Pangebatan.
Akses jalan di  beberapa desa,
khususnya Desa Waru dan Desa Telaga,
tergolong rusak  berat sehingga
menyulitkan distribusi layanan
kesehatan. Sumber daya manusia di
Puskesmas Buaran terdiri atas dua orang
dokter umum, sepuluh perawat, empat
bidan Puskesmas, sepuluh bidan desa,
dan empat staf administrasi. Mengingat
keterbatasan tenaga dokter, sebagian
besar pelayanan kesehatan dilaksanakan
oleh perawat dan bidan, sedangkan
dokter hadir hanya pada jam dinas
karena berdomisili di Bumiayu dan
Paguyangan.

Penduduk wilayah kerja Puskesmas
tinggal di daerah datar maupun
perbukitan, dengan pola domisili yang
dekat dengan area kerja seperti sawah
atau kebun, bahkan sebagian menetap
sementara di lahan bekas tebangan
hutan. Persebaran penduduk yang tidak
merata dan kondisi geografis berbukit
menjadi kendala dalam pemerataan
akses layanan kesehatan.

Struktur  organisasi Puskesmas
Buaran  ditetapkan  oleh  Dinas
Kesehatan Kabupaten Brebes
berdasarkan kategori, jenis upaya
kesehatan, serta beban kerja. Organisasi
terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala
Subbagian Tata Usaha, penanggung
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jawab Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) dan keperawatan, penanggung
jawab Upaya Kesehatan Perorangan
(UKP), kefarmasian, laboratorium, serta
penanggung jawab jejaring pelayanan
kesehatan. Fungsi utama Puskesmas
meliputi: pusat penggerak
pembangunan berwawasan kesehatan,
pusat pemberdayaan masyarakat, dan
pusat pelayanan kesehatan tingkat
pertama.

Dalam  melaksanakan  fungsi
tersebut, Puskesmas Buaran
berlandaskan berbagai regulasi, antara
lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan, Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintah Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang pembagian urusan
pemerintahan, serta berbagai
Kepmenkes, Permenkes, Peraturan
Daerah, dan keputusan kepala daerah
yang mengatur standar, organisasi, serta
pelayanan kesehatan.

Sebagai program unggulan,
Puskesmas  Buaran  melaksanakan
Puskesmas Mampu Persalinan, yang
ditujukan untuk mendukung penurunan
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB). Program ini
dijalankan oleh tenaga kebidanan
dengan dukungan penuh dari dokter
yang bersifat on call serta tenaga
perawat.

Penyelesaian Sengketa Dalam
Pelayanan Perawat Praktik Mandiri
Di Puskesmas Buaran Kabupaten
Brebes

Sengketa dalam pelayanan
keperawatan umumnya terjadi apabila
terdapat predisposing factor berupa
adverse events, yakni ketidaksesuaian
antara harapan pasien dengan hasil
pelayanan kesehatan yang diterimanya.
Faktor pemicu (trigger factors) dapat
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berupa perbedaan persepsi, komunikasi
yang kurang jelas, gaya interaksi personal
dari pihak perawat (misalnya sikap
arogan, enggan memberi informasi)
maupun pasien (misalnya bersikap
temperamental atau selalu mengeluh),
hingga tingginya biaya layanan yang
menimbulkan klaim akibat pelayanan
yang dianggap tidak memadai.

Data penelitian menunjukkan bahwa
sengketa sering muncul akibat tindakan
di luar kewenangan perawat serta
komunikasi yang tidak efektif. Salah satu
kasus bermula ketika pasien datang pada
malam hari sekitar pukul 23.30 WIB.
Karena hujan deras, keluarga meminta
anaknya ditangani sementara hingga pagi
hari. Atas pertimbangan kemanusiaan,
perawat memberikan cairan rehidrasi dan
kondisi pasien sempat membaik. Namun,
pada sore hari berikutnya pasien
mengalami perburukan hingga akhirnya
meninggal dunia dalam perjalanan
menuju rumah sakit. Keluarga menuduh
perawat terlambat menyiapkan rujukan
serta enggan mendampingi pasien,
sementara perawat beranggapan bahwa
keluarga menghambat proses rujukan
karena pasien sempat dibawa pulang
terlebih dahulu.

Ketentuan hukum yang relevan
diatur dalam Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2014 tentang Keperawatan. Pasal
29 ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa
perawat dapat bertugas dalam kondisi
keterbatasan tertentu, sedangkan Pasal 33
menjelaskan bahwa tugas tersebut
berlaku bila tidak ada tenaga medis atau
kefarmasian, dengan tetap
memperhatikan  kompetensi perawat.
Dalam kondisi demikian, perawat
berwenang menangani penyakit umum
ringan, melakukan rujukan, serta
memberikan  pelayanan  kefarmasian
terbatas. Namun, temuan penelitian
menunjukkan bahwa banyak informan
tidak memahami batas kewenangan
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tersebut. Masih  ditemukan praktik
perawat memberikan injeksi, obat
berlogo merah, atau tindakan invasif
lainnya di luar kewenangan. Salah satu
penyebabnya  adalah  inkonsistensi
penerapan  hukum dan lemahnya
komunikasi regulasi di lapangan.

Meskipun demikian, praktik mandiri
perawat dinilai masyarakat sangat
membantu, terutama pada sore dan
malam hari ketika dokter tidak tersedia.
Biaya yang lebih terjangkau, fleksibilitas
pembayaran, serta kesediaan perawat
mendatangi rumah pasien dianggap
sebagai nilai tambah. Faktor yang
mendorong praktik ini antara lain
kebiasaan, kedekatan psikologis, kondisi
finansial masyarakat, serta pengabdian
perawat kepada komunitas.

Penyelesaian sengketa di pedesaan
biasanya melibatkan tokoh masyarakat
dan tokoh agama. Pada kasus yang
diteliti, setelah pasien meninggal dunia,
keluarga mengadukan perawat kepada
kepala desa. Melalui forum klarifikasi
dengan disaksikan keluarga dan tokoh
masyarakat,  kedua  belah  pihak
menyampaikan  pandangan  masing-
masing. Kesepakatan akhirnya dicapai:
perawat memberikan tali asih untuk biaya
tahlil, sementara  keluarga  tidak
melanjutkan kasus ke ranah hukum.

Proses mediasi dalam konteks ini
dapat diringkas dalam empat tahapan,
yaitu: (1) penciptaan forum, (2)
penyampaian informasi, (3) pemecahan
masalah, dan (4) pengambilan keputusan.

KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian
mengenai penyelesaian sengketa dalam
praktik perawat mandiri di Puskesmas
Buaran, dapat ditarik simpulan sebagai

berikut:

1. Sengketa antara perawat dan
pasien umumnya dipicu oleh
tindakan di luar kewenangan
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perawat, komunikasi  yang
kurang efektif, serta
ketidaktahuan masyarakat

mengenai batas pelimpahan
wewenang antara pelayanan di
fasilitas  kesehatan  dengan
praktik mandiri di rumah. Faktor
lain yang berperan adalah
terbentuknya karakter praktik
asuhan medis oleh perawat sejak
lama, kondisi geografis yang
menyulitkan, regulasi kesehatan
yang belum optimal, serta
pandangan masyarakat yang
masih menempatkan perawat
sebagai  penyedia  layanan
pengobatan.

2. Budaya musyawarah mufakat
masih sangat kuat di masyarakat
pedesaan. Kepala desa dan
tokoh masyarakat berfungsi
sebagai rujukan utama dalam
penyelesaian konflik.
Mekanisme mediasi sederhana
dijalankan  untuk  mencapai
perdamaian, dengan hasil akhir
yang tetap menjaga hubungan
sosial dan silaturahmi antar
pihak.
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